BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR: t%x TAHUN 2014

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI PUSKESMAS DAN
JARINGANNYA DI KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas
pelayanan  kesehatan yang optimal kepada
masyarakat sesuai dengan standar pelayanan
minimal kesehatan serta mengimbangi beban
pelayanan pada puskesmas dan jaringannya, perlu
diatur dan ditetapkan Tarif Pelayanan Kesehatan
Dasar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bengkalis tentang Tarif Pelayanan Kesehatan
Dasar di Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten
Bengkalis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah  Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 295);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor -
5049); '




Uhdang'_U"n‘déng.Ndmor’.36‘ Tahun 2009 tentang

. Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
" Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
- Republik IndoneS1a Nomor 5063) '

" Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
"Pembentukan = Peraturan  Perundang-undangan

. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

.. Indonesia Nomor 5234); -

. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
'Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor.119, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4139),
. Peraturan Pemermtah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indones1a ‘Tahun 2006 Nomor 25,

© Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor
© 4614); |

Peraturan Pemermtah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian' Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

- Pemerintahan Daerah Prop1n81 -dan Pemerintahan

. Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

10.
S 11
12,

, 13‘”,

15,

~ Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
- Negara Repubhk Indonesia Nomor 4737); :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
- 2006  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, sebagaimana- telah ~diubah dengan

| Peraturan Menteri Dalam Negem Nomor 21 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006'

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan = =~ Menteri Kesehatan
Nomor =~ HK.02. 02/Menke5/095/2010 “tentang
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan; - - . .
Peraturan =~ . Menteri: - - Kesehatan

“Nomor 2562 / MENKES /PER/XII/2011 tentang PetunJuk ‘
~ Teknis Jaminan Persahnan, :

Peraturan ~ ~ Menteri =~ = Kesehatan

~ Nomor 2581/ MENKES J/PER/XI1/2011 tentang Petunjuk
-~ Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamlnan Kesehatan '
_Masyarakat : ,

140

Peraturan Menteri Kesehatan Repubhk Indonesia Nomor

40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program :

Jamman Kesehatan Masyarakat

,Peraturan Menteri = Kesehatan Repubhk Indonesia
~ Nomor 69 Tahun 20 13 tentang ‘Standar Tarif Pelayanan
Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
“ dan Fasilitas Kesehatan ngkat Lanjutan Dalam .
' iPenyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

16.

Peraturan Direktur- Jenderal Perbendaharaan
Kementerian - Keuangan Nomor PER- 21/PB/2011
tentang Petunjuk Pencairan Dana Jamlnan Kesehatan
Masyarakat
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17 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 07 |
© Tahun 2008 tentang - Penyelenggaraan Urusan
* Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis;

180 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03
~ Tahun 2009 tentang Pokok—pokok Pengelolaan
| Keuangan Daerah; g
19, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 02
" Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03
-+ Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dlnas
b Daerah kabupaten Bengkahs :

VMEMUTUVSKAN;V £
Menetapkan . : PERATURAN ~ BUPATI ~BENGKALIS TENTANG  TARIF

- PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI PUSKESMAS DAN‘
: VJARINGANNYA DI KABUPATEN BENGKALIS :

O BAB I

“-KETENTUAN UMUM
PaSal 1 ,

‘ Dalam Peraturan Bupatl ini yang dlmaksud dengan:
o1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkalis. -
; 2. Pemermtah Daerah adalah Pemerlntah Daerah Bengkahs
-3 Bupatl adalah Bupat1 Kabupaten Bengkahs '
4

. Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis adalah Dinas
Kesehatan Kabupaten Bengkahs :

5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dlnas Pendapatan
, ;Daerah Kabupaten Bengkalis.
6. Kas Daerah adalah Kas Kabupaten Bengkahs AT

- 7. UPT Puskesmas‘ Dinas ~ Kesehatan Kecamatan dan -
:Jarlngannya adalah Puskesmas Perawatan, Puskesmas,
. Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan desa dan Poli Bidan
‘Desa adalah milik Pemerintah Kabupaten Bengkahs yang
“berbentuk Lembaga Teknis Daerah ‘

8. Tarif adalah penetapan biaya penyelenggaraan kegiatan
~ pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada
© seseorang atau badan hukum  sebagai imbalan  jasa

-pelayanan dan jasa sarana yang diterimanya. - I
9. Tarif Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang
~dibayar oleh BPJS Kesehatan/Tim Pengelola Jamkesmasda
kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan
jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan Jems
dan Jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

10. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh
BPJS Kesehatan/Tim Pengelola Jamkesmasda kepada ,
'Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan Jems dan
Jumlah pelayanan kesehatan yang d1ber1kan
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Pelayanan Kesehatan adalah keglatan pelayanan rawat

- jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan gawat darurat dan
~ pelayanan persahnan yang mencakup pelayanan medik dan

12.

penunjang medlk

Pengobatan adalah tlndakan pengobatan yang -
diberikan oleh dokter atau _]lka berhalangan oleh -

© pengatur rawat atau -bidan yang ditunjuk untuk
~ menjalankan pengobatan, perawatan dan la1n lalnnya yang "_

13

ada hubungannya dengan kesehatan.

. Jasa pelayanan adalah 1mbalan yang diterima oleh

pelaksana pelayanan: dalam rangka observasi, diagnosis,
pengobatan, ~konsultasi, visite, rehabilitasi medlk dan

: pelayanan per1z1nan d1b1dang kesehatan.

| 14;'

Jasa sarana \’ adalah imbalan = yang diterima atau
pemakaian sarana bahan obat-obatan, bahan kimia, alat

~ kesehatan habis pakai dan ' rujukan yang digunakan

langsung dalam: rangka observa51 diagnosis, pengobatan

‘ ‘ dan rehablhta31

. 15.

- 16.

17,

Warga Masyarakat ; adalah ‘setiap . orang yang
berdomisili  di daerah ‘Kabupaten Bengkalis dan

’vMernpunya1 Kartu Identltas Kabupaten Bengkahs

Badan y Penyelenggara “Jaminan Sosial yang

selanJutnya disingkat BPJS adalah" badan hukum
yang ‘dibentuk-: untuk menyelenggarakan program
jaminan sos1al

Badan Penyelengara Jaminan 8031al Kesehatan yang "
selanjutnya -disingkat - BPJS Kesesehtan adalah badan
hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program

E _]arnlnan sosial di bidang kesehatan.

18

19.

Jaminan Somal adalah salah satu bentuk perhndungan
sosial - untuk ‘menjamin seluruh rakyat agar - dapat
memenuh1 kebutuhan dasar hldupnya yang layak.

Dana Jamman Sosial adalah dana amanat milik seluruh
peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil

- pengembangannya. - yang . dikelola - oleh . BPJS untuk
- pembayaran mamfaat kepada peserta. dan pembiayaan

... operasional penyelenggaraan program Jarnlnan Sosial.
- 20.

Jaminan Persahnan yang selanjutnya disebut Jampersal

- adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang
~_meliputi = pemeriksaan  kehamilan, pertolongan

21.

22,

Apersahnan pelayanan nifas termasuk pelayanan KB

paska persalinan-dan pelayanan bayi baru 1ah1r yang
1urannya di bayar oleh Pemerlntah

Jarmnan Kesehatan Masyarakat Daerah yang selanjutnya
disebut ~Jamkesmasda . adalah = jaminan = pembiayaan
kesehatan bagi masyarakat KabUpaten ~Bengkalis yang
iurannya dlbayar oleh pernerlntah Daerah Kabupaten
Bengkahs

Peserta adalah seluruh’ masyarakat Kabupaten Bengkalis

'yang belum mendapat jaminan- kesehatan ( bukan peserta
‘ BPJS/Asuran51 1a1n)




23.

Pusat Kesehatan ’:Masyafakat yang selanjutnya disebut
‘Puskesmas ' adalah sarana pelayanan kesehatan yang

 melaksanakan promos1, pembinaan kesehatan masyarakat

24

dan pengobatan serta rehab111tas1 penyaklt

.‘Puskesmas Pembantu yang selanJutnya dlsebut Pustu
’adalah unit pelayanan kesehatan “yang sederhana yang

berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan

.. ~kegiatan yang dllakukan puskesmas dalam ruang lingkup
i ,'w11ayah yang lebih kecﬂ '

25,

Pos Kesehatan Desa yang selan'ju'tnya, disebut :
Poskesdes adalah upaya kesehatan bersumber daya

‘masyarakat (UKBM) yang di bentuk di desa dalam
‘rangka mendekatkan ~atau menyedlakan pelayanan
“kesehatan dasar bagi masyarakat desa. : »

26. |
Pohndes adalah’ ‘upaya ‘kesehatan bersumber daya

Pondok Bersalin Desa - yang selanjutnya disebut

masyarakat (UKBM) yang d1d1r1kan masyarakat oleh

~masyarakat atas = dasar -musyawarah sebagai

‘kelengkapan dari pembangunan masyarakat desa :

untuk memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

- 27.
B -yang d1ber1kan : kepada ‘seseorang dalam’ rangka
‘observasi, pengobatan dan pelayanan kesehatan 1a1nnya

“(KIA)/ Keluarga Berencana (KB), serta pelayanan kesehatan
‘lainnya sesuai dengan kemampuan bidan.

Pelayanan Rawat Jalan - -adalah pelayanan kesehatan o

- tanpa menginap.

- 28.

Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang

- yang masuk Puskesmas Perawatan menempati tempat

29,

tidur untuk keperluan, observasi,  diagnosis,
‘pengobatan atau pelayanan kesehatan lamnya di ruang
‘rawat inap.

'Pelayanan Gawat ‘Darurat adalah pelayanan kepada

penderita yang datang ke Puskesmas Perawatan maupun

'~ Puskesmas Rawat Jalan ‘dalam keadaan gawat dan atau

30

31

darurat yang karena penyakitnya  perlu pertolongan

,secepatnya untuk menanggulang1 res1ko kematlan

Pelayanan Rujukan adalah Pelayanan yang d1ber1kan pada
pasien yang dikirim ke PPK Lanjutan

Rujukan Swasta adalah kmman dari dokter dan atau

- _pelayanan kesehatan swasta.

32
33

34

Jenis Pelayanan (Produk) adalah pelayanan yang dlbenkan,

kepada seseorang dalam  rangka konsultasi, observasi,
diagnosis, pengobatan rehabilitasi medlk dan atau
pelayanan kesehatan lalnnya

"Tlndakan Medlk ' Operatlf dalah tindakan

pembedahan yang ‘menggunakan pemblusan umum
atau pembiusan lokal dan tindakan menggunakan alat

“dan tindakan dlagnostlk lainnya.

Tindakan Medik Non Operatlf adalah tlndakan medik tanpa
pembedahan
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'35. Pelayanan = Penunjang  Diagnostik ~adalah  pelayanan

penunjang untuk ‘menegakkan diagnosis dan terapi
diantara’. lain _berupa pelayanan laboratorium,
‘radiologi; diagnostik dan diagnostik lainnya. '

| ~ 36. Peléiyanaﬁ Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang
. diberikan yang secara’ langsung maupun tidak langsung

o berkaitan dengan pelayanan medik.

37. Pelayanan Rehabilitasi Medik- adalah pelayanan yang
~ diberikan dalam bentuk pelayanan Fisioterapi, Terapi
~ Okupasional,  Terapi Wicara, = Ortorik/Prostetik,
~ Bimbingan Sosial Medik, Jasa Psikologi dan lain-lain. ~~ -
'38. Akomodasi adalah pengguna fasilitas berobat/dirawat )
' termasuk makan dan minum pasien. o SR R

. BAB II . .
- KETENTUAN PENGENAAN TARIF PELAYANAN
. . Bagian Kesatu DR

Nama, Objek dan Subjek Tarif Pelayanan

i :__'PasaIQ S -
_ Setiap pel‘ayya‘hvank’eséhatan' yangdibérikan k’epadavmasyarakat »
dikenakan tarif yang pembiayaan kesehatannya berdasarkan

jenis kepesertaan dalam pola jaminan yang telah dibentuk oleh
" Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah. .

s Pas_al 3

 Setiap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada
peserta BPJS Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya
- dikenakan tarif  yang ditentukan ~oleh Kementerian
 Kesehatan dan dibayarkan melalui sistem kapitasi dan

- non kapitasi. |
Pasal 4 f

Tarif yang ditentukan oleh Kementerian  Kesehatan
, sebagaimaﬁa’- ‘dimaksud dalam Pasal -3 tercantum pada
Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

- Peraturan Bupati ini. T T T " :

 Pasal 5

(1) Pelayé_nan Kg:sehajtaf; yang d‘iber’ikan kepada ,‘peserta :
. Jamkesmasda di ~ Puskesmas . dan jaringannya
dikenakan pola tarif kapitasi. = : ’

(2) Pada Puskesmas Perawatan untuk peserta Jamkesmasda
pembayaran pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat
 Pertama di bayar melalui pola tarif kapitasi dan untuk

- pembayaran pelayanan ‘Rawat Inap Tingkat Pertama di
- bayar melalui sistem non kapitasi. - ' SRR P ‘

(3) Tarif kaf)ita;siéebvagaimanva dimaksud ayat (1) Jamkesmasda
per jiwa per bulan untuk = seluruh Puskesmas dan
jaringannya sejumlah Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah). =




Pasal 6

Jenis Pelayanan Kesehatan yang d1ber1kan kepada peserta BPJ S
dan Jamkesmasda di Puskesmas dan jaringannya tercantum
dalam Lamplran I dan merupakan baglan tldak terplsahkan dari
Peraturan Bupatl 1n1 ' :

Pasal 7

L_ -Subjek tarlf pelayanan adalah’ peserta BPJS dan Jamkesmasda‘
. yang mendapatkan pelayanan - dari- fas1htas kesehatan d1
Puskesmas dan Jarmgannya ‘

Pasal 8 :

VObJek retrlbu31 pelayanan adalah Pelayanan Kesehatan dl;
Puskesmas dan ‘jaringannya yang rnehputl pendaftaran
observas1 d1agnosa dan pengobatan .

, ‘Bagian Kedu a ,
. Golongan Tarlf Pelayanan :

Pasal 9

k'Tarlf pelayanan kesehatan sebagalmana dlmaksud pada Pasal 2, ‘
‘Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal S5 di atas termasuk golongan tarlf
‘retribusij jasa: umum. o : |

Baglan Ketlga :
Wllayah Pemungutan dan Tata cara Pemungutan _

Pasal 10

~(1) Retrlbu31 pelayanan kesehatan dlpungut di w1layah kerja
"~ 'tempat pelayanan - kesehatan yang bersangkutan secara
kapltaS1 ‘dan non kapitasi. : :

‘ -(2) Retribusi tarlf pelayanan kesehatan d1 Puskesrnas dan
Jaringannya terdiri dari :

‘a. Jasa Pelayanan. .

" b.Jasa Sarana.

: Baglan Keempat
Pr1n31p dan Sasaran dalam Penetapan Tarlf Pelayanan

' Pasal 11

(1) Pr1n31p dan sasaran dalam penetapan struktur dan
‘besarnya tarif pelayanan kesehatan dimaksudkan
S untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan‘
- kesehatan' dan tidak bertujuan untuk . mencari laba,
~ditetapkan berdasarkan kebljakan daerah dengan ,
mempertimbangkan biaya penyedlaan dan
pengembangan pelayanan khususnya bagi peserta BPJS
dan Jamkesmasda




8.

(2) AB'iayé penyelenggafaari pel}ayanan'ke»sehatan bagi peserta
~ BPJS di Puskesmas dan jaringannya . dibayarkan

“berdasarkan sistem pembiayaan kapitasi dan non kapitasi
~yang telah = ditetapkan - dalam = Peraturan  Menteri

~ Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif
~ Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat

- Pertama ‘dan ‘Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan
Dalam Penyeklenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

Biaya penyelenggaraan pelayénan kesehatan bagi peserta
Jamkesmasda di Puskesmas dan Jaringannya disediakan

. oleh Pemerintah Daerah: yang akan dibayarkan melalui
- sistem kap1ta81 dan non kapitasi dari Tim pengelola

~Jaminan Kesehatan yang dltunJuk oleh Pemermtah Daerah

B kepada Puskesmas dan Jarlngannya

Blaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagl peserta
‘Kebidanan dan Neonatal di Puskesmas dan Jaringannya

- disediakan oleh Pemerintah Daerah yang - dibayarkan
- melalui-sistem non kapitasi/pengklaiman dari Tim Pengelola

~Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan kepada Puskesmas

dan j Jarlngannya

Baglan Kellma
Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan

Pasal 12

Tarif pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama
ditetapkan -dalam bentuk paket pelayanan. kesehatan

- kapitasi yang diberikan melalui sarana. kesehatan tanpa
~ melihat _jumlah kunjungan, termasuk pemeriksaan,
penunjang dlagnostlk dan pengobatan serta tindakan medik.

@

(3)

Tarif pelayanan kesehatan Rawat Inap Tlngkat Pertama
ditetapkan dalam bentuk paket pelayanan kesehatan non

- kapitasi “melalui  sarana  kesehatan = rawat inap dan

menempati tempat tidur untuk keperluan observasi,
diagnosis pengobatan dan pelayanan ke sehatan lalnnya
dlruang rawat 1nap ' : :

Persalinan d11ayan1 oleh tenaga kesehatan yang

- berkompeten (dokter atau’ bldan) dan dlutamakan pada

;fasﬂltas kesehatan

“Tarif pelayanan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) masyarakat ‘yang tidak mendapat Jaminan

- Persalinan akan dibiayai mela1u1 Jamkesmasda ‘

- (B)

Untuk mendukung pelayanan rujukan disediakan biaya
transportasi ambulance serta jasa petugas pendampmg dari

Pustu, Polindes, Poskesdes ke puskesmas serta dari

Puskesmas ke Rumah Sakit atau PPK Tingkat 1anJutan Bagi -
pasien yang tidak di jamin biaya transportasi dan jasa
petugas pendamping, seluruh biaya tersebut dibiayai dari
dana Jamkesmasda termasuk blaya penyeberangan
roro/ transporta51 laut lainnya dan sesuai dengan standar
blaya transportas1 yang berlaku




Pasal 13

Tarlf pelayanan ; kesehatan Sebagalmaha dimaksud padak |
Pasal 12 tercantum dalam lamplran III dan merupakan baglan
“tidak terplsahkan Peraturan Bupatl ini.

BAB III

‘ B ESA RA N TARIF DAN KOMPONEN PELAYANAN KESEHATAN

Baglan Kesatu: ,
Struktur dan Besaran Tar1f Pelayanan :

Pasal 14

‘ Bésaran] tarif pelayanan kesehatan bagi pesei‘ta BPJS dan
~Jamkesmasda  digolongkan berdasarkan Jenls pelayanan
kesehatan yang dlberlkan ‘ - ’

‘BAB IV

PENGELOLAAN DANA YANG TELAH MENJADI PENDAPATAN / PENERIMAAN

| (1)

U PELAYANAN KESEHATAN STRATA'1

Pasal 15

Penerlmaan fas111tas kesehatan: puskesmas - dan .
jaringannya dari pembayaran kapitasi maupun non kapitasi
atas pelayanan medis yang telah diterima oleh Puskesmas
dan Jarmgannya ‘terlebih  dahulu disetor ke kas daerah

e sebageu penenmaan pendapatan daerah.

Penerimaan fungsmnal ‘yang telah disetorkan ke
kas daerah tersebut dapat dimanfaatkan oleh
Puskesmas dan jaringannya sesuai mata anggaran
kegiatan - yang = telah dianggarkan ~ dalam.

'k APBD/APBD P dalam tahun berkenaan

‘Pemanfaatan ‘dana sebagalmana dlmaksud pada

ayat (2)° termasuk untuk Jasa Pelayanan,

Pembelian Barang/AIat medis =~ Habis pakai dan:

- kebutuhan operasional lalnnya yang tercantum

dalam Peraturan Daerah tentang APBD/APBD-P

- Dinas = Kesehatan - untuk - Puskesmas dan

@

©

Jarlngannya dalam tahun berkenaan

Jasa Pelayanan . Kesehatan bagi Puskesmas dan

Jaringannya untuk pelayanan peserta BPJS dan

Jamkesmasda dibayarkan sebesar 50 % dari jumlah -
kapitasi .dan . atau non kap1tas1 pelayanan

»kesehatan dasar

Jasa pelayanan kesehatan untuk pertolongan persahnan

~ oleh petugas kesehatan (dokter dan bidan) bagi peserta

Jamkesmasda dlbayarkan sebesar 85% dari Jumlah klaim

- pelayanan persahnan




(6) Besaran jasa pelayanan kesehatan sebagalmana dimaksud

- pada.ayat (4) = dan -ayat. (5) - dilakukan ‘dengan =

'\ 7-¢;memperhat1kan ‘ maksud pemberlan jasa -agar terjadi .
'_akselera31 tuJuan program dan ‘tujuan MDGs, terutama - =

o "pencapalan penurunan angka kematlan 1bu bersahn dan S
. bayi. . , :

(7 Dana persahnan yang telah anJadl pendapatan fasﬂltas L
- kesehatan swasta untuk biaya pelayanan persahnan yang
~diberikan " kepada peserta Jamkesmasda oleh: fasilitas -
_kesehatan swasta, sepenuhnya ‘menjadi pendapatan S
- fasilitas ~ tersebut, termasuk Bidan Praktek, Dokter .
f Praktek Khnlk Bersahn dan sebagalnya o

-~ (8) fDalam hal dana’ persahnan sebageumana ‘dimaksud pada'.w
f-ayat (7) dapat ' diberikan. kepada peserta Jamkesmasda
. apabila fasilitas kesehatan swasta yang. telah melakukan :
L 'kerjasama dengan Dlnas Kesehatan R

BAB V. o
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan dlberlakukannya Peraturan Bupat1 1ni Peraturan ‘
~ Bupati- Bengkalis Nomor 11 Tahun 2013 dlcabut dan
«dmyatakan tidak berlaku lag1 o :

Pasal 17
0 8 Peraturan Bupat1 1n1 mula1 berlaku pada tanggal d1 undangkan

‘Adar setlap orang mengetahumya, " memermtahkan B >
: Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan. penempatannya .
X ‘dalam Berlta Daerah Kabupaten Bengkahs ' :

N ; . i at g eSS Ny
. gt v T Tk . T
S el S :

Dltetapkan d1 Bengkahs o
pada tanggal 15 Januari 20\4

- Dlundangkan d1 Bengkahs

| . pada Tanggal 15 Jinwari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
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(6) Besaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan
memperhatikan maksud pemberian jasa agar terjadi
akselerasi tujuan program dan tujuan MDGs, terutama
pencapaian penurunan angka kematian ibu bersalin dan
bayi.

(7) Dana persalinan yang telah menjadi pendapatan fasilitas
kesehatan swasta untuk biaya pelayanan persalinan yang
diberikan kepada peserta Jamkesmasda oleh fasilitas
kesehatan swasta, sepenuhnya menjadi pendapatan
fasilitas tersebut, termasuk Bidan Praktek, Dokter
Praktek, Klinik Bersalin dan sebagainya.

(8) Dalam hal dana persalinan sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) dapat diberikan kepada peserta Jamkesmasda
apabila fasilitas kesehatan swasta yang telah melakukan
kerjasama dengan Dinas Kesehatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, Peraturan
Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2013 dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 1% Jamwari 2014

«éupm ng-_

H. IYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada Tanggal 1% Janwari 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H. ANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 NOMOR 13




' LAMPIRANI : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI -

PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN' S

‘BENGKALIS

J ENIS PELAYANAN KESEHATAN DASAR PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

DIWILAYAH KABUPATEN BENGKALIS

1. Pelayanan‘ Kesehafan Dasar di PﬁSkésmas dan Jaringannya

a. Rawat J alan Tlngkat Pertama (RJTP)
- Pelayanan rawat jalan tingkat . pertama yang dlmaksud adalah

 pelayanan kesehatan yang dlberlkan oleh puskesmas dan jaringannya
. yang meliputi : '

ST
)

3)
- 4)
5

6) 

g _»7)’

-8
29)

Konsultasi medls pemenksaan ﬁ31k dan penyuluhan kesehatan.
Laboratorium sederhana (darah urin dan feses rutm)
Tindakan medis kecil.

 Pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut atau tambal.

Pemeriksaan ibu-hamil/nifas/menyusui/ bayi dan balita. ,
Pelayanan Keluarga ‘Berencana (alat kontrasepsi disediakan

- BKKBN), termasuk penanganan efek samplng dan komplikasi..

Pemberian obat dan bahan hab1s paka1
Pelayanan imunisasi dasar '
‘Pelayanan gawat darurat..

10) Pelayanan pemberlan ruJukan atas 1nd1kas1 medls

b. Rawat Inap T1ngkat Pertama (RITP) : . f V
" Pada kondisi pasien memerlukan perawatan - maka harus dilakukan
perawatan lanjutan di puskesmas perawatan, jenis pelayanan rawat . -

.;"2)

3)

4)

5
8
7)
8)
9

g inap tingkat pertama pada puskesmas perawatan meliputi:
L 1) '

Penanganan gawat darurat

Perawatan persahnan dan" pasca persahnan '
Perawatan pasien rawat 1nap (termasuk akomodasi dan makan ;
pasien) termasuk perawatan gizi buruk dan ngl kurang
Perawatan satu‘hari (one day care) - ~

Tindakan medis yang dlperlukan :

Pemberian obat

Pemeriksaan laboratorlum dan penun_]ang medls 1a1nnya
Pelayanan Rujukan E
Pertolongan sementara pers1apan rUJukan -

10) Observasi penderita dalam rangka diagnostik..
- 11) Pelayanan transportasi rujukan ambulan
- 12) Biaya petugas pendamplng ruJukan

2. Pelayanan Kesehatan Rujukan

- a. Setiap fasﬂltas kesehatan atau tenaga kesehatan yang merujuk ke
" fasilitas kesehatan lebih tinggi harus membuat surat rujukan yang
jelas dengan mencantumkan alasan . ruJukan (diagnosa, ‘spesimen,
penun_]ang medis, pengobatan)




b. Untuk mendukung pelayanan rujukan disediakan biaya transportasi
ambulance serta jasa petugas pendamping dari Pustu, Polindes,
Poskesdes ke puskesmas serta dari Puskesmas ke Rumah Sakit atau
PPK Tingkat lanjutan. Bagi pasien yang tidak di jamin biaya
transportasi dan jasa petugas pendamping, seluruh biaya tersebut
dibiayai dari dana Jamkesmasda termasuk biaya penyeberangan
roro/transportasi laut lainnya dan sesuai dengan standar biaya
transportasi yang berlaku.




- LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 15TAHUN 2014 '
TENTANG - ~ o
TARIF PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI

PUSKESMAS ‘DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN
BENGKALIS '

STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN PESERTA BPJ S PADA
: ’ FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

I. TARIF KAPITASI UNTUK PELAYANAN KESEHATAN PESERTA BPJS UNTUK
By RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA

: TARIF KAPITASI PESERTA BPJ S DI PUSKESMAS _

NO | PUSKESMAS i ~ TARIF (Rp) -

1 Puskesmas atau Fasﬂltas Kesehatan yang . 3.000 - 6.000
' setara : o '

" ':Keterangan : Terd1r1 dari 50% Jasa Saraha dan 50% Jasa Pelayanan

1L TARIF NON KAPITASI UNTUK PELAYANAN KESEHATAN PESERTA BPJS

"UNTUK RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA DAN PELAYANAN MAT ERNAL
DAN NEONATAL T : .

A. TARIF NON KAPITASI

NOo |  JENIS PELAYANAN | . TARIF (Rp)

1 | Paket Rawat Inap per hari untuk Fasilitas | i 100.000 -
| Kesehatan/Puskesmas dengan perawatan : ‘ '

- Ketefangan : Terldi'r'i dari_ 50% Jasa S‘arana'danj’ 50% Jasa Pelayanan

“B.TARIF NON KAPITASI PELAYANAN KESEHATAN KEBIDANAN DAN

NEONATAL
NO —ENIS PELAYANAN - TARIF (Rp) |
1 Pemeriksaan ANC - , oo 125.000
2 - | Persalinan pervaginamnormal -~ | 600.000




1 2 3
S Penanganan perdarahan paska keguguran, 750.000
persalinan pervaginam dengan tindakan
emergensi dasar
4 Pemeriksaan PNC/neonatus 25.000
S Pelayanan tindakan paska persalinan (mis. 175.000
placenta manual)
6 Pelayanan pra rujukan pada komplikasi 125.000
kebidanan dan neonatal
7 Pelayanan KB pemasangan:
- IUD/Implant 100.000
- Suntik 15.000
8 Penanganan komplikasi KB paska persalinan 125.000
Keterangan :

1. Terdiri dari 15% Jasa Sarana dan 85% Jasa Pelayanan

2. Tarif Pelayanan Kesehatan Kebidanan dan Neonatal yang dilakukan oleh
bidan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (ANC), angka 4 (PNC) dan
angka 7 (pelayanan KB) hanya berlaku untuk pelayanan kebidanan dan
neonatal diluar Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) yang
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

III. TARIF TRANSPORTASI AMBULAN/ANGKUTAN LAUT/RORO

Pembiayaan untuk pelayanan ambulans (transportasi darat dan laut),
Pelayanan pemeriksaan penunjang, pelayanan skrining kesehatan tertentu,
dan/atau pelayanan kesehatan pada daerah terpencil dan kepulauan
dibayar oleh BPJS Kesehatan yang diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran
Menteri Kesehatan Nomor : HK/Menkes/31/1/2014 tentang Pelaksanaan
Standar tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan.




 LAMPIRAN Il : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
* NOMOR 13TAHUN 2014 ~
' TENTANG |

. TARIF- PELAYANAN 'KESEHATAN DASAR DI

PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN
BENGKALIS ‘

- TARIF PELAYANAN KESEHATAN DASAR PESERTA JAMKESMASDA DI
PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS

L TARIF KAPITASI PESERTA JAMKESMASDA -

S b & g JASA . JASA TARIF
NO JENIS PELAYANAN - SARANA | PELAYANAN
RN Y ‘ - (Rp) ~ (Rp) (Rp)
| Tarif Kapitasi Rawat Jalan | ' =1 | R S ' S
Tingkat Pertama (RJTP) 0 . 1.5kOO,— . 1.500; ',S‘OQO"/JIW?

L PAKET RAWAT INAP PESERTA JAMKESMASDA PER HARI DI- PUSKESMAS

-PERAWATAN

_ o S e JASA - JASA TARIF
NO -~ JENIS PELAYANAN - | SARANA | PELAYANAN L

' (Rp) (Rp) (Rp)
' Paket Rawat Inap ngkat e R SR
1. Pertama (RITP) , SO'OOO’-' VSO'QO;(‘)_’— g 100.000,- .

III TARIF PAKET PELAYANAN PERAWATAN SATU HARI (ONE DAY CARE)

: ETRE TR EUIT R S , JASA . JASA TARIF
NO JENIS PELAYANA SARANA ‘ PELAYANAN
' - L (Rp) (Rp) Rp)
Paket Perawatan satu hari. | 40.000,- £ 40.000,- © 80.000,-
IV. TARIF TRANSFORTASI '_,_AMBU,I;AN/ANGKUTAN < LAUT/RORO - DAN
PEMULANGAN JENAZAH ’ S g
~ JASA | JASA TARIF
NO JENIS PELAYANAN SARANA PELAYANAN (Rp)
1 | Bantuan BBM ambulance S ‘
/ambulan Jenazah ) n
Kurang < 10 Km 0 0} 75.000,-
| Lebih > 10 Km 0 0 4.000,-/Km
2 ‘Angkufan Laut/roro 0 0. Disesuaikan
' T LA < ‘ ‘dengan harga
Tiket/kwitansi

Catatan :

atau b1aya transportas1 dihitung berdasarkan bukti riil kwitansi

"BBM yang dikeluarkan oleh APMS/ Pos APMS setempat dan
termasuk tiket angkutan laut / roro.




V. TARIF PETUGAS PENDAMPING RUJUKAN (DOKTER/PERAWAT/BIDAN/"
“PETUGAS LAIN) | S, o

| e TJASA | JASA “TARIF
NO "JENIS PELAYANAN = | SARANA- PELAYANAN |~
| E i _(Rp) (Rp). (Rp)
_ Jasa petugas pendamplng o

7 rujukan : - e ; U

1 | Kurang < 10 Km 0 -50.000,- /50.000,-

2 | Lebih > 10 Km 0 3000'—/Km 3000,-/Km

- Catatan: ’Bagl puskesmas yang merUJuk pa31en menggunakan transportasr

laut/penyeberangan roro dan petugas harus menginap/tidak bisa
pulang karena tidak ada transportasi, biaya transportasi laut, biaya
akomudasi dibiayai dari dana Jamkesmasda dengan melampirkan
bukti riil/fisik dengan mengikuti ketentuan yang berlaku (karcis, bon -

makan dan kwitansi

ketentuan yang berlaku

pengmapan)

V TARIF PERTOLONGAN PERSALINAN

atau - disesuaikan dengan,

JUMLAH |

I nNo JENIS PELAYANAN FREK TARIF JUMLAF KETERANGAN
RIS : (Rp) | (Rp) »
1 Ll 2 : 3 4 | -5 : 6 . :
1 | Pemeriksaan - kehamilan | 4 kali | 20.000 | 80.000 | Mengikuti Buku Pedoman
~ | (ANC) : ] " |'KIA. ~ Pada  kasus-kasus
~ kehamilan dengan komplikasi
/resiko tinggi frekuensi ANC
dapat > 4 kali - ~dengan
penanganan di RS
o : : R berdasarkan rujukan
2 | Persalinan normal ‘1 kali | 500,000 | 500.000 | Besaran biaya ini hanya
| ' EEEE " | untuk pembayaran; L
a. Jasa Medis
b. Akomodasi pasien
maksimum 24 jam pasca -
persalinan ~ .
Sedangkan = untuk = obat-
obatan permintaan
: diajukan ke Dinas Kesehatan
3 | Pelayanan 1bu mfas dan bayx 4 kali | 20.000 | 80.000 Mengikuti Buku Pedoman .
| baru lahir : : ' KIA. Pada kasus-kasus
kehamilan dengan komplikasi
‘/resiko tinggi frekuensi ANC
dapat > 4 kali dengan .
penanganan di RS
‘ v : o e - | berdasarkan rujukan.
"4 | Pelayanan pra rujukan pada | 1kali | 100.000 100.000 | Mengikuti Buku Pedoman
.| komplikasi kebxdanan dan - B R T KIA
neonatal : - T L :
5 | a.Pelayanan ,penanganan 4 kali | 650.000 | 650.000 Hanya dllakukan pada ,
| . perdarahan ' pasca i RS ' »- | :puskesmas PONED yang
keguguran, .. persalinan |- mempunyai tenaga yang
_ pervaginam - ~ dengan berkompeten serta fasilitas
" pelayanan  rawat  inap | 'yang menunjang. Biaya
untuk ~komplikasi - selama ’ pelayanan rawat inap sesuai
kehamilan, persalinan-dan dengan ketentuan tarif rawat .
nifas serta bayi baru lahir | inap Puskesmas PONED yang
: ' o berlaku




2 3 4 S 6
b. Pelayanan rawat inap | 1 kali | Sesuai Sesuai Hanya dilakukan pada
untuk bayi baru lahir sakit tarif tarif Puskesmas Perawatan
rawat rawat
inap inap
Puskes | Puskesm
mas as
Perawat | Perawata
an yang | n yang
berlaku | berlaku
c.Pelayanan tindakan pasca | 1 kali | 150.000 | 150.000 | Hanya dilakukan oleh tenaga
persalinan (misal manual terlatih untuk itu
plasenta) (mempunyai surat penugasan
kompetensi oleh Kadiskes
setempat) dan di fasilitas
yang mampu.
KB Pasca Persalinan
a.Jasa pemasangan alat a. Termasuk jasa dan
kontrasepsi (KB) penyediaan obat-obat
1) IUD dan Implant 1 kali | 60.000 | 60.000 komplikasi
2) Suntik 10.000 | 10.000
b. Penanganan komplikasi | 1 kali | 100.000 | 100.000 | b. Pelayanan KB Kontap
KB pasca dilaksanakan di RS melalui
penggerakan dan besaran
tarif mengikuti INA-CBG’s
Transportasi rujukan Setiap | Besaran Biaya transportasi rujukan
kali | biaya adalah biaya yang
(PP) | transpo dikeluarkan untuk merujuk
rtasi pasien, sedangkan  biaya
sesuai petugas pendamping
dengan dibebankan kepada
SBU Pemerintah Daerah (Dana
APBN Jamkesmasda)
atau
sesuai
dengan
biaya
transpo
rtasi di
daerah

H. HERLIYAN SALEH




